BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui
pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), perlu dibuat
pertanggungjawaban keuangan atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Bupati
menyampaikan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;



Mengingat

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya
dalam rangka mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang
memberikan informasi yang jelas, terukur dan
akuntabel terhadap tata kelola keuuangan daerah,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor 64



12,

13.

14,
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Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun
2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja' Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara



Menetapkan

Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021 Nomor 21).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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(1)

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemeriritahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
Dewan Perwakilan ‘Rakyat Daerah Kabupaten Toraja
Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggearaan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara yang berakhir 31 Desember 2022
yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran
2022,

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 berupa laporan keuangan yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;
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neraca;

laporan arus kas;

a o

laporan operasional;
e. laporan perubahan saldo anggarzn lebih;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

sebagai berikut:

a. pendapatan Rp 1.022.189.199.382,18
b. belanja Rp 1.002.132.622.334,66
surplus/ (defisit) Rp 20.056.577.047,52

c. pembiayaan

1. penerimaan Rp 8.350.210.031,61

2. Pengeluaran Rp 1.500.000.000,00

pembiayaan netto Rp 6.850.210.031,61

selisih lebih pembiayaan Rp 26.906.787.079,13
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp62.142.821.042,82) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan Rp 1.084.332.020.425,00
setelah perubahan
2. realisasi Rp 1.022.189.199.382,18
selisih lebih/(kurang) (Rp 62.142.821.042,82)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp89.049.608.122,34) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja Rp 1.091.182.230.457,00
setelah perubahan




2. realisasi Rp 1.002.132.622.334,66

selisih lebih/(kurang) (Rp 89.049.608.122,34)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp13.206.367.015,52 dengan rincian sebagai
berikut:

1. surplus/defisit setelah  (Rp 6.850.210.032,00)
perubahan

2. realisasi Rp 20.056.577.047,52

selisih lebih/(kurang) Rp 13.206.367.015,52

d. selisih anggaran dengan  realisasi  penerimaan
pembiayaan sejumlah (Rp0,39) dengan rincian sebagai
berikut: |

1. anggaran penerimaan Rp 8.350.210.032,00
pembiayaan setelah
perubahan
2. realisasi Rp 8.350.210.031,61
selisih lebih/(kurang) (Rp 0,39)

e. selisth anggaran dengan  realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp 1.500.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
2. realisasi Rp 1.500.000.000,00
selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah (Rp0,39) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan Rp 6.850.210.032,00

2. realisasi Rp 6.850.210.031,61

selisih lebih/(kurang) (Rp 0,39)
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp 9.231.628.430.340,26
b. jumlah kewajiban Rp 36.729.272.833,05



c. jumlah kewajiban dan Rp 9.231.628.430.340,26
ekuitas
Pasal 6
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal Rp 8.619.756.004,02
1 Januari Tahun 2022

b. arus kas dari aktifitas Rp 161.597.162.889,77
operasi

c. arus kas dari aktifitas (Rp 141.540.585.842,25)
investasi aset non keuangan

d. arus kas dari aktifitas (Rp 1.500.000.000,00)
pendanaan

e. arus kas dari aktifitas (Rp 162.319.138,41)
transistoris

f. saldo kas akhir per 31 Rp 27.014.013.913,13

Desember Tahun 2022

Pasal 7
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. pendapatan-LO Rp 965.751.341.903,21
b. beban Rp 848.133.251.296,69

c. surplus/defisit dari operasi Rp 117.618.090.606,52

Pasal 8
Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. saldo anggaran lebih awal Rp RplS.347.487.186,64

b. Penggunaan SAL sebagai Rp 15.347.487.186,64
penerimaan pembiayaan
tahun berjalan

c. sisa lebih /kurang Rp 8.350.210.031,61



pembiayaan anggaran

(SiLPA/SiKPA)

d. koreksi kesalahan Rp 0,00
pembukuan tahun
sebelumnya

e. saldo anggaran lebih akhir Rp 3.350.210.031,61

Pasal 9
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp 9.046.504.241.507,57

b. surplus/defisit-LO Rp 117.662.856.506,90

c. selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00

d. koreksi ekuitas lainnya Rp 30.732.059.492,74

e. ekuitas akhir Rp 9.194.899.157.507,21
Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran .1 : Ringkasan laporan realisasi
anggaran mernurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran [.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
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belanja, dan pembiayaan;
Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan dan sub

kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional,;

d. Lampiran IV : Laporan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII . Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih |

j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah;

k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya

0. Lampiran XV : Daftar kewajiban jangka pendek;

p. Lampiran XVI : Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2022 dan dianggarkan
kembali dalam tahun  anggaran
berikutnya;

q. Lampiran XVII  : lkhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah.

Pasal 12
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
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a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini; dan '

b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah
tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran
pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai
rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dergan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Dltetapkan di Rantepao
p /Wi@ggal 3\ Agustuy 2023
//
oo /A B}_,IPA/’ TQRAJA UTARA,

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3\ Agustuf 2023

DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK 0. oss. 23
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